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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak
pidana menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
dengan metode penelitian hukum normatif
disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana menurut
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
otoritas jasa keuangan diantaranya seperti: a.
Perseorangan atau korporasi yang menjabat
atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan
Komisioner, pejabat atau pegawai OJK atau
yang bertindak untuk dan atas nama OJK atau
dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di
OJK atau yang mengetahui informasi yang
bersifat rahasia, baik karena kedudukannya,
profesinya, sebagai pihak yang diawasi,
maupun hubungan apapun dengan OJK
menggunakan atau mengungkapkan informasi
apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain,
kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi,
tugas,dan wewenangnya berdasarkan
keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-
Undang; b. Perseorangan atau korporasi
dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi,
atau menghambat pelaksanaan kewenangan
OJK; c. Perseorangan atau korporasi dengan
sengaja mengabaikan dan/atau tidak
melaksanakan  perintah  tertulis  kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu menetapkan penggunaan pengelola
statuter. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, berupa pidana
penjara bagi perseorangan dan pidana denda
terhadap korporasi sesuai dengan tindak
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pidana vyang telah terbukti secara sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kata kunci: otoritas jasa keuangan; ojk;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
dalam rangka mewujudkan perekonomian
nasional yang mampu tumbuh dengan stabil
dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan
kerja yang luas dan seimbang di semua sektor
perekonomian, serta memberikan
kesejahteraan secara adil kepada seluruh
rakyat Indonesia maka program pembangunan
ekonomi nasional harus dilaksanakan secara
komprehensif dan mampu menggerakkan
kegiatan perekonomian nasional yang memiliki
jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh
sektor riil dari perekonomian masyarakat
Indonesia.

Apabila terjadi tindak pidana baik yang
dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan maka diperlukan pemberlakuan
ketentuan pidana terhadap pihak-pihak yang
telah terbukti secara sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan melakukan
tindak pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai
upaya penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana dan agar pelaksanaan
kewenangan otoritas jasa keuangan tidak
terhambat untuk menjalankan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu
melindungi  kepentingan  konsumen dan
masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana
menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan ?
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C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian  hukum untuk meneliti data
sekunder.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan
Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan diatur dalam Pasal 52, Pasal 53 dan

Pasal 54 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang perseorangan dan korporasi
melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat
(2), dan/atau ayat (3).

Pasal 33 ayat:

(1) Setiap orang perseorangan yang
menjabat atau pernah menjabat
sebagai anggota Dewan Komisioner,
pejabat atau pegawai OJK dilarang
menggunakan atau mengungkapkan
informasi apapun yang bersifat rahasia
kepada pihak lain, kecuali dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas,dan
wewenangnya berdasarkan keputusan
OJK atau diwajibkan oleh Undang-
Undang.

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan
atas nama OJK, yang dipekerjakan di
OJK, atau sebagai staf ahli di OIK,
dilarang menggunakan atau
mengungkapkan informasi apapun yang
bersifat rahasia kepada pihak lain,
kecuali dalam rangka pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya
berdasarkan keputusan OJK atau
diwajibkan oleh Undang-Undang.

(3) Setiap Orang vyang mengetahui
informasi yang bersifat rahasia, baik
karena  kedudukannya, profesinya,
sebagai pihak yang diawasi, maupun
hubungan apapun dengan OJK, dilarang
menggunakan atau mengungkapkan
informasi tersebut kepada pihak lain,
kecuali dalam rangka pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya
berdasarkan keputusan OJK atau
diwajibkan oleh Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 1 angka 1. Informasi Elektronik
adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik
(electronic maill, telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah vyang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Rahasia, geheim, secret ialah: hal yang
dipercayakan kepada orang, untuk tidak
diberitahukan kepada orang lain yang

tidak berwenang
mengetahuinya.’Pembocoran rahasia,
openbaarmaking van geheim;

geheimschennis ialah: perbuatan yang
sengaja dan melawan hukum
mengumumkan rahasia orang karena
jabatannya. Pembocoran rahasia
jabatan, ambtsgeheimschennis;
openbaarmaking van geheim, ialah:
perbuatan yang sengaja dan melawan
hukum mengumumkan rahasia orang

karena jabatannya. Pembocoran
rahasia profesi,
beroepsgeheimschennis, ialah:

perbuatan yang sengaja dan melawan
hukum mengumumkan rahasia orang
karena profesinya.®

Pembocoran rahasia harkat dan/atau
martabat, standsgeheimschennis, ialah:
perbuatan yang sengaja dan melawan
hukum mengumumkan rahasia orang
karena  martabatnya. Pembocoran
rahasia surat; briefspgeheimschennis,
ialah: perbuatan yang sengaja dan
melawan hukum, membuka, membaca,
mengumumbkan rahasia surat-
menyurat, baik oleh petugas pos,
maupun oleh orang perseorangan.
Pembocoran rahasia  pembicaraan
telpon, telefoongeheimschennis ialah:
perbuatan yang sengaja dan melawan
hukum mengumumbkan rahasia
pembicaraan, mendengarkan  dan
mencatat pembicaraan telepon oleh

5 Andi Hamzah, Op. Cit, him. 128.
5/bid, him. 129.
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petugas telepon. Dalam KUHP Belanda,
perbuatan mendengar pembicaraan
orang lain ditelepon secara melawan
hukum (afluisteren) sudah diancam
pidana.’ Pembocoran rahasia,
openbaarmaking van geheim;
geheimschennis ialah: perbuatan yang
sengaja dan melawan hukum
mengumumkan rahasia orang karena
jabatannya. Pembocoran rahasia
jabatan, ambtsgeheimschennis;
openbaarmaking van geheim, ialah:
perbuatan yang sengaja dan melawan
hukum mengumumkan rahasia orang
karena jabatannya.?

Informasi atau fakta material, informasi
atau fakta penting dan relevan
mengenai peristiwa kejadian atau fakta
yang dapat mempengaruhi harga efek
pada bursa efek dan atau keputusan
pemodal, calon pemodal atau pihak lain
yang berkepentingan atau informasi
atau fakta tersebut (pasar modal).®
Penyalahgunaan hak (misbruik van
recht, abus de droit) terjadi apabila
seseorang mempergunakan haknya
secara tidak sesuai dengan tujuannya
atau dengan kata lain, bertentangan
dengan tujuan kemasyarakatannya.
Hukum bermaksud untuk melindungi
kepentingan-kepentingan masyarakat,
maka penggunaan hukum tanpa suatu
kepentingan yang wajar, dipandang
sebagai penggunaan hukum yang
melampaui batas atau
menyalahgunakan hukum atau hak.

2. Setiap Orang atau korporasi yang dengan
sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau
menghambat pelaksanaan kewenangan OJK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau
Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Pasal 9. Untuk melaksanakan tugas
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: huruf

7 Ibid, him. 130.

8/bid.

%Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-Undangan  Terbaru, Cetakan  Pertama,
Visimedia, Jakarta. 2012.him. 134.

10Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011. him. 143-144.
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(c) melakukan pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; (d)
memberikan  perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu; (e) melakukan penunjukan
pengelola  statuter; (f) menetapkan
penggunaan  pengelola  statuter; (g)
menetapkan sanksi administratif terhadap
pihak vyang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1) Untuk perlindungan
Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan  pembelaan  hukum, vyang
meliputi: huruf (a) memerintahkan atau
melakukan tindakan tertentu kepada
Lembaga Jasa Keuangan untuk
menyelesaikan pengaduan Konsumen yang
dirugikan Lembaga Jasa Keuangan
dimaksud.

3. Setiap Orang atau korporasi yang dengan
sengaja mengabaikan dan/atau  tidak
melaksanakan perintah tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas
untuk menggunakan pengelola statuter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
f. Pasal 9 huruf (d) memberikan perintah
tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan
dan/atau pihak tertentu dan huruf (f)

menetapkan penggunaan pengelola
statuter.
Pembangunan dan perkembangan

perekonomian umumnya dan khususnya di
bidang perindustrian dan perdagangan nasional
telah menghasilkan berbagai variasi barang
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di
samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas
yang didukung oleh kemajuan teknologi
telekomunikasi dan informatika  telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang
dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah
suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa
yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar
negeri maupun produksi dalam negeri.'!

11penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
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Kondisi yang demikian pada satu pihak
mempunyai manfaat bagi konsumen karena
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau
jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk
memilih aneka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan
fenomena tersebut di atas dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada pada posisi yang lemah.
Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan vyang sebesar-besarnya
oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian standar
yang merugikan konsumen.!?

Faktor utama yang menjadi kelemahan
konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen
akan haknya masih rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen, oleh karena itu, undang-undang
Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi
landasan hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan
dan pendidikan konsumen. Upaya
pemberdayaan ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang
pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha
adalah mendapat keuntungan yang semaksimal
mungkin dengan modal seminimal mungkin.
Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung
maupun tidak langsung.®®

Perlu diingatkan kembali salah satu faktor
utama yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran akan haknya memang
masih sangat rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari
pihak konsumen itu sendiri akan rendahnya
pendidikan konsumen yang ada. Oleh karena
itu undang-undang tentang perlindungan
konsumen dimaksudkan menjadi landasan
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen

12 1bid.
BIbid.

melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.*
Perlindungan terhadap konsumen

dipandang secara materiil maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin
lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merupakan motor penggerak bagi produktivitas
dan efisiensi produsen atas barang atau jasa
yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai
kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau
tidak langsung, maka konsumenlah yang pada
umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan
demikian upaya-upaya untuk memberikan
perlindungan  yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal
yang penting dan mendesak, untuk segera
dicari solusinya, terutama di Indonesia,
mengingat sedemikian kompleksnya
permasalahan dan menyangkut perlindungan
konsumen lebih-lebih  menyongsong era
perdagangan bebas yang akan datang.’®
Larangan-larangan dibuat vyaitu untuk
mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang
beredar di masyarakat merupakan produk yang
layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai
dengan informasi pengusaha baik melalui label,
etiket, iklan dan lain sebagainya.l® Larangan-
larangan yang tertuju pada "produk”
sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk
memberikan perlindungan terhadap
kesehatan/harta konsumen dari penggunaan
barang dengan kualitas di bawah standar atau
kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga
yang dibayar. Dengan adanya perlindungan
yang demikian, maka konsumen tidak akan
diberikan barang dengan kualitas yang lebih
rendah daripada harga yang dibayarnya, atau
yang tidak sesuai dengan informasi yang
diperolehnya.’”  Mewujudkan perlindungan
konsumen adalah mewujudkan hubungan dari
berbagai dimensi yang satu sama lainnya
mempunyai keterkaitan dan saling

14Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang
Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat. PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him. 100.

15Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting)
Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1. Mandar
Maju. Bandung. 2000, him. 33.

16 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Op.Cit, him. 8.
Yibid.
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ketergantungan antara konsumen, pengusaha
dan pemerintah.®
Bilamana suatu perbuatan dapat disebut
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur,
sebagai berikut:
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian
undang-undang (wetterlijkeomshrijving);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
(melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
Kelakuan itu diancam dengan pidana.®
B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.?°
Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah

v

18A7. Nazution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta. 1995, him. 19.

1BRoni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l.
Mandar Maju, Bandung, 2012, him. 163-164.
20Sydarsono, Pengantar llmu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 211.
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ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan vyang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.?

Tujuan hukum pidana ada dua macam,
yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar
tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi
preventif/pencegahan);

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan
perbuatan pidana agar menjadi orang yang
baik dan dapat diterima kembali dalam
masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum
pidana adalah untuk melindungi masyarakat.
Apabila seseorang takut untuk melakukan
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum,
semua orang dalam masyarakat akan tenteram
dan aman. Hukum pidana merupakan bagian
dari hukum publik.?

Beberapa sarjana hukum mengemukakan
tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie),
maupun secara menakut-nakuti orang
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan,
agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special prventie);

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat;

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
demi pengayoman negara, masyarakat dan
penduduk, yakni:

4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan
menjadi anggota masyarakat yang berbudi
baik dan berguna;

5. Untuk menghilangkan noda-noda yang
diakibatkan oleh tindak pidana.?

21 Ibid, him. 211-212.

22yylies Tiena Masriani, Op. Cit. him. 61.

ZSiswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika,
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004. him. 73.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur
mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 52 ayat:

(1) sSetiap orang  perseorangan  yang
melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1),
ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3)
dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp
45.000.000.000,00 (empat puluh lima
miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah
kerugian  yang  ditimbulkan  akibat
pelanggaran tersebut.

Pasal 53 ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja
mengabaikan, tidak memenuhi, atau
menghambat pelaksanaan kewenangan
OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) atau pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, dipidana dengan pidana denda
paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) atau paling banyak
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima
miliarrupiah).

Pasal 54 ayat:

(1) Setiap Orang vyang dengan sengaja
mengabaikandan/atau tidak melaksanakan
perintah tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk
menggunakan pengelola statuter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf f, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) atau pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan pidana

denda paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, korporasi dipidana dengan
pidana denda paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) atau paling banyak
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima
miliar rupiah).

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon).
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”,
maka  korporasi sebagai kata benda
(substantium), berasal dari kata kerja
“corporare” yang banyak dipakai orang pada
abad pertengahan sesudah itu. “corporare” itu
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti
memberikan badan atau membadankan.
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari
pekerjaan yang membadankan atau dengan
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan manusia
sebagai lawan terhadap badan manusia yang
terjadi menurut alam.?

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan
bahwa korporasi definisikan sebagai:
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan
antara dua orang atau lebih, yang berjanji
untuk memasukkan sesuatu ke dalam
perseroan, itu dengan maksud supaya
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu
dibagi di antara mereka.?

Berbicara mengenai badan hukum,
sebenarnya bermula sekedar dalam konsep
hukum perdata sebagai kebutuhan untuk
menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih
berhasil. Keberadaan korporasi sebagi suatu
badan hukum, bukan muncul dengan begitu
saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi
sebagai badan hukum bukan ada dengan
sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-

2Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, him. 11.
5Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1.
Pustaka Setia, Bandung, 2012, hIim. 89.
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pendiri yang menurut ilmu hukum perdata
memiliki  kewenangan untuk  mendirikan
korporasi.?®

Pengertian badan hukum itu sendiri,
sebenarnya terjadi sebagai akibat dari
perkembangan masyarakat menuju
modernisasi. Dahulu di alam yang masih
primitif ataupun di dalam kehidupan yang
masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha
dijalankan secara perorangan.
Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk
menjalankan usaha secara bekerja sama
dengan beberapa orang yang mungkin atas
dasar pertimbangan agar dapat menghimpun
modal yang lebih  berhasil daripada
dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu
kemudian timbul keinginan untuk membuat
suatu wadah seperti badan hukum agar
kepentingan-kepentingan masing-masing lebih
mudah dijalankan dan untuk membagi risiko
yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama
yang dijalankan.?’

Korporasi merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata,
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa
Inggris disebut legal atau corporation. Arti
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas
pertanyaan apakah subjek hukum itu?
Pengertian subjek hukum pada pokoknya
adalah manusia dan segala sesuatu yang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak
dan kewajiban. Pengertian inilah yang
dinamakan badan hukum.?®

Dengan demikian dapat kita simpulkan
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.?®

26 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, him.
12.

27 |pid, him. 12.

28 |pid, him. 11.

29 Muhammad Yamin, Op.Cit, him. 89.
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Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni
tahap penegakan hukum in abtracto oleh
badan pembuat undang-undang (tahap
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni
tahap penerapan hukum pidana oleh para
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif).
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh
aparat-aparat  pelaksana pidana (tahap
eksekutif atau administrasi).°

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.>!

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tindak pidana menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas

jasa keuangan diantaranya seperti:

a. Perseorangan atau korporasi yang
menjabat atau pernah menjabat
sebagai anggota Dewan Komisioner,
pejabat atau pegawai OJK atau yang
bertindak untuk dan atas nama OJK
atau dipekerjakan di OJK, atau sebagai
staf ahli di OJK atau yang mengetahui
informasi yang bersifat rahasia, baik
karena kedudukannya, profesinya,
sebagai pihak yang diawasi, maupun

30Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. him. 2-3.
31Sudarsono, Op.Cit.him. 211.
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hubungan apapun dengan OJK
menggunakan atau mengungkapkan
informasi apapun yang bersifat
rahasia kepada pihak lain, kecuali
dalam rangka pelaksanaan fungsi,
tugas,dan wewenangnya berdasarkan
keputusan OJK atau diwajibkan oleh
Undang-Undang.

b. Perseorangan atau korporasi dengan
sengaja mengabaikan, tidak
memenubhi, atau menghambat
pelaksanaan kewenangan OJK;

c.Perseorangan atau korporasi dengan
sengaja mengabaikan dan/atau tidak
melaksanakan perintah tertulis
kepada Lembaga Jasa Keuangan
dan/atau pihak tertentu menetapkan
penggunaan pengelola statuter.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, berupa
pidana penjara bagi perseorangan dan
pidana denda terhadap korporasi sesuai
dengan tindak pidana yang telah terbukti
secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh
pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak
pidana, maka diperlukan upaya
pengawasan dalam kegiatan organisasi
dan tata kerja sesuai dengan Peraturan
Dewan Komisioner termasuk
memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu serta melakukan penunjukan
dan menetapkan pengelola statuter
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu
diterapkan sesuai dengan bentuk tindak
pidana yang telah terbukti secara sah
dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang  berlaku.
Tujuan pemberlakuan ketentuan pidana
ialah untuk memberikan efek jera bagi
pelakunya dan bagi pihak lain merupakan

suatu peringatan agar tidak melakukan
perbuatan pidana yang sama.
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